Isi dari Pasal 197 ayat (1) dan (2) KUHAP
adalah surat putusan pemidanaan memuat
pemyataan kesalahan terdakwa, pernyataan
telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan
tindak pidana disertai dengan kuali; kasinya dan
pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak
dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b,
g deth ik daq 1 pasal ini, mengakibatkan
putusan batal demi hukum (Waluyo, 2004:
20). Juga menyatakan bahwa, apabila terjadi
kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan
maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan
atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya
putusan demi hukum kecuali huruf a, e, £ dan
h Pasal 197 ayat (2) KUHAP, ini harus/wajib
ada dalam suatu putusan. Tidak dimuatnya amar
putusan yang menyatakan pernyataan kesalahan
terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur
dalam rumusan tindak pidana disertai dengan
kualij kasinya dan pemidanaan atau tindakan
vang dijatuhkan, maka mengakibatkan putusan
batal demi hukum (Pasal 197 ayat (2) KUHAP).

Pertimbangannya judex juris  telah
mempertimbangkan dan membuktikan kesalahan
terpidana dengan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18,
tetapt dalam amar putusannya judex juris yaitu:
Menyatakan terdakwa HS terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana “BEBERAPA PERBUATAN KORUPSI
YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA.” Dalam
artian judex juris dalam amar putusannya tidak
mencantumkan dan/atau menyatakan kesalahan
dirt terdakwa sebagaimana kualijkasi pasal
yang telah dilanggar terpidana. Dengan tidak
dicantumnya pasal yang telah dilanggar dan telah
terbukti dilakukan oleh terpidana dalam suatu
amar putusan, menyebabkan kegamangan bagi
diri terpidana tentang kesalahan yang mana yang
telah terbukti, serta pasal berapa yang diterapkan

dalam  kesalahannya tersebut. Mengingat
dalam perkara a quo, terpidana dihadapkan di
persidangan Pengadilan Negeri Tindak Pidana
Korupsi Bandung, dengan dakwaan subsider oleh
Jjaksa penuntut pmum sebagai berikut:

1. Primer:Pasal 2 ayat(1)jo. Pasal 18 Undnag-
Undnag Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP jo. Pasal 65
ayat (1) KUHP.

2. Subsider: Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP jo. Pasal 65
ayat (1) KUHP.

3. Lebih Subsider: Pasal 9 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

* jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP jo. Pasal 65
ayat (1) KUHP.

Putusan judex facti (Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Bandung Nomor 354/Pid.Sus/
TPK/2012/PN.Bdg dan Pengadilan Tinggi
Bandung Nomor 12/TIPIKOR/2013/PT.Bdg),
di mana masing-masing pengadilan tersebut

telah dengan rinci dan jelas memuat persyaratan
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